LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT ASURANSI CHUBB SYARIAH INDONESIA
TAHUN 2018



Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi Syariah

1.

Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

a. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS

No Waktu Agenda Peserta Keputusan RUPS Nomor Akta | Keterangan
Pelaksanaan Notaris
1 | 29 Juni 2018 Pengesahan laporan RUPS Pemegang saham menerima Keputusan -
tahunan Direksi yang dilakukan laporan tahunan Direksi dan RUPS tidak di
meliputi kegiatan secara laporan pengawasan Dewan akta kan
perusahaan dan kinerja Sirkuler Komisaris atas untuk tahun buku
perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017
}BUku yang berakhir pada 31 Pemegang saham menerima dan
esember 2017 S,

menyetujui atas laporan
Pengesahan Laporan keuangan audited tahun buku
keuangan Perusahaan tahun yang berakhir pada 31 Desember
buku yang berakhir pada 31 2017, yang diaudit oleh KAP
Desember 2017, yang telah Tanudiredja, Wibisana, Rintis &
di audit oleh KAP Rekan
E;lgggegi%a\flblsana, . Pemegang saham menunjuk KAP

Tanudiredja, Wibisana, Rintis &
Penunjukan KAP untuk Rekan, sebagai auditor
melakukan audit kenangan independen untuk melakukan
perusahaan tahun buku audit keuangan Perusahaan tahun
yang berakhir pada 31 buku yang berakhir pada 31
Desember 2018 Desember 2018

2 | 20 Desember Peningkatan modal RUPS Menyetujui meningkatkan modal | Akta No.33, -
2018 ditempatkan disetor dilakukan ditempatkan disetor Perusahaan | tanggal 21
Perusahaan dari RP.82 secara dari RP.82 Miliar menjadi Rp.84 | Desember
Miliar menjadi Rp.84 Miliar | Sirkuler Miliar 9o0 juta. 2018, dibuat
900 Juta. ' .. . oleh Notaris
. Menyetujui pengambilan saham Liestiani

Pengambilan saham baru

baru oleh setiap Pemegang




oleh setiap Pemegang
Saham atas peningkatan
modal disetor dalam

Saham atas peningkatan modal
disetor dalam Perseroan

Menyetujui perubahan Pasal 4

Wang, S.H.,

rseroarn.
Persero Anggaran Dasar Perseroan
3. Perubahan ketentuan Pasal
4 Anggaran Dasar
Perseroan
29 Oktober Persetujuan Rencana Bisnis | RUPS Menyetujui Rencana Bisnis - Laporan
2018 2019-2021 dilakukan Perusahaan 2019-2021 Rencana
secara Bisnis &
Sirkuler Persetujuan
Rencana
Bisnis telah
disampaikan
kepada OJK
pada 31
QOktober
2018
b. Direksi
1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota
Direksi
Tanggal
Kriteria Pengangkat Masa Kewarga- Domisili
an oleh Jabatan negaraan
No Nama Jabatan RUPS
Pendidikan s
. . Uji Kemampuan
Formal Terakhn: dan Kepatutan
dan gelar profesi
1 |Anton Fahlevie |Direktur Utama [Pasca Sarjana (MSi) Jurusan |24 Desember 2013 |15 April 2014 | 5Tahun |Indonesia Jl.Kemuning I No.44 B,
Master Ekonomi Islam dan Pejaten Timur, Pasar
Keuangan Syariah PSKTTI, UI, IMinggu, Jakarta Selatan
2004




No

Nama

Jabatan

Kriteria

Pendidikan
Formal Terakhir
dan gelar profesi

Uji Kemampuan
dan Kepatutan

Tanggal
Pengangkat
an oleh
RUPS

Masa
Jabatan

Kewarga-
negaraan

Domisili

Taufik Marjuniadi

Direktur Telinik

Sarjana S1 Jurusan
Matematika, FMIPA ITB,

1997;

Sekolah Diploma
Asuransi: Malaysian
Insurance Institute (MII),
Kuala Lumpur Malaysia,
2002;

Ahli Asuransi Indonesia
Kerugian (AAIK), Tahun
2010;

Chartered Insurer, The
Chartered Insurance
Institute (CII), UK, Tahun
2000;

Associate of The Chartered
Insurance Institute (ACII}),
UK 2005;

Associate The Malaysian
Insurance Institute
(AMII), Malaysia, 2004.

24 Desember 2013

15 April 2014

5 Tahun

Indonesia

Komplek Permata
Darussalam, No: A-3, J1.
KH. Usman, Kukusan
Depok, Jawa Barat.

[rdianto

Direktur
Marketing

Sarjana S1, Jurusan
Administrasi Publik,
Unsri, Lulus tahun 1992;

Qualified Insurance
Practioners (QIP}, tahun
2008

Ahli Asuransi Indonesia
Kerugian (AAIK), Tahun
2015;

7 Desember 2018

6 Maret 2019

5 Tahun

Indonesia

Perumahan Arsama
Residence Kav. A, No.7
RT.06/10, J1, Kemang 1,
Kee. Sukmajaya - Depok




2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, harus dicanturkan susunan keanggotaan
Direksi sebelumnya dengan table sebagai berikut:

No Nama Jabatan Tanggal Pengangkatan oleh Tanggal
RUPS Pemberhentian oleh
RUPS
1 Anton Fahlevie Direktur Utama 15 April 2014 -
2 Taufik Marjuniadi Direktur Tehnik 15 April 2014 -
3 Christiastuti Lucy Direktur Marketing 15 April 2014 2 November 2018
3) Rangkap jabatan Direksi
Posisi di Posisi di Nama Perusahaan Lain .
No Nama Perusahaan Perusahaan Lain dimaksud Bidang Usaha
1 Anton Fahlevie Direktur Utama - - -
2 Taufik Marjuniadi Direktur Tehnik - - -
3 Irdianto Direktur Marketing - - -

4) Frekuensirapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Jumlah Rapat Direksi (12 kali rapat}

No Nama Jabatan Jumlah Kehadiran _
Fisik | Telekonferensi/Video Konferensi % Kehadiran
/Sarana Media Elektronik lainnya
1 |Anton Fahlevie Direktur Utama 12 - 100%




Taufik Marjuniadi

Direktur Tehnik

12

100%

Christiastuti Lucy

Direktur Pemasaran

90%

5) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang
meliputi jenis dan jumlah lembar saham. '

6)

Kepemilikan Saham Anggota Direksi Yang Mencapai 5% (Lima Persen)
Atau Lebih Dari Modal Disetor

¥* ¥* R e Ko ¥e »
Nama Jabatan A B o b I%ﬂifgggg?;-
Il
Jumlah | Persentase |Jumlah| Persentase |Jumlah| Persentase |Jumlah | Persentase |y ...No geri
Nominal | Kepemilikan [Nominal| Kepemilikan [Nominalf Kepemilikan [Nominal Kepemilikan
Saham Saham Saham Saham
Anton Direktur - - - - - - - - -
Fahlevie Utama
Taufik Direktur - - - - - - - - -
Marjuniadi  [Tehnik
Irdianto Direktur - - - - - - - - -
Marketing
Keterangan:
A. *Perusahaan yang bersangkutan;
B. **Perusahaan perasuransian lain;
C. ***Perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan
D. ****Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan
Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi

dimaksud menjabat.
Hubungan Keuangan Dengan
Nama Direksi Lainnya Dewan Komisaris Dewan Pengawas Syariah Pemegang Saham
Ya |Tidak| Keterangan** | Ya [ Tidak | Keterangan®* Ya Tidak Keterangan®* | Ya | Tidak | Keterangan**
[Anton Fahlevie v v v v




Taufik Marjuniadi v v v v
Irdianto v v v v
Hubungan Keluarga Dengan
Nama Dewan Komisaris Lainnya Direksi Dewan Pengawas Syariah Pemegang Saham
Ya |[Tidak| Keterangan** | Ya | Tidak | Keterangan®* | Ya Tidak Keterangan** | Ya |Tidak| Keterangan**
Anton Rahlevie v v ' v v
Taufik Marjuniadi v v v v
[rdianto v v v v
Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-pintang, kerjasama bisnis, dsb
*#) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsb

¢. Dewan Komisaris
1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota

Dewan Komisaris

Tanggal
Kriteria Pengangkat Masa Kewarga- Domisili
an oleh Jabatan | negaraan
No Nama Jabatan RUPS
Pendidikan -
. Uji Kemampuan
Formal Terakhn: dan Kepatutan
dan gelar profesi
1 Adrianto Gunawan |Komisaris Utama [Sarjana Ekonomi, Ul, [20 Oktober 20158 Januari 2016 | 5Tahun |Indonesia .J1. Mimosa V No B 18,
Jakarta, 1996. Pcjaten Barat, Pasar
Minggu, Jakarta
Selatan.
2 Cahyono Seto (Wakil Komisaris [Sarjana Ekenomi, 18 Juni 2010 | 15 April 2014 | 5Tahun |Indonesia Komp. Ligama$ Indah
Utama UKI, Jakarta, 1990. (G/34 Perdatam- Duren
Tiga Jakarta selatan




Tanggal
Kriteria Pengangkat Masa Kewarga- Domisili
an oleh Jahatan | negaraan
No Nama Jabatan RUPS
Pendidikan .
" Uji Kemampuan
Formal Terakhu: dan Kepatutan
dan gelar profesi
3 Nana Sudiana Komisaris Sarjana Ekonomi, 18 Mei 2010 6 Nov 2014 5 Tahun [Indonesia JJ1. Wadas I No.7, Kav.
Independen [UNKRIS, Jakarta, BNI Jati Cempaka RT
2001. 007/04, Pondok Gede,
Bekasi 17411
4 Hotbonar Sinaga  [Komisaris Sarjana Ekonomi, U¥, [20 Oktober 2015(8 Januari 2016] 5Tahun |Indonesia [J1. Pondok Kopi Raya F-
Independen Jakarta, 1980. 2 No. 1 Rt/Rw oo1/008
Pondok Kopi, Duren
Sawit, Jakarta Timur
13460

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Komisaris, harus dicantumkan susunan
keanggotaan Komisaris sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No Nama Jabatan Tanggal Pengangkatan oleh Tanggal
RUPS Pemberhentian oleh
RUPS

1 - - - -

dst - - - -

3) Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
No Nama Posisi di Posisi di Perusahaan Lain Nama P?,rusahaan Lain Bidang Usaha
Perusahaan dimaksud
1 |Adrianto Gunawan Komisaris Utama Direktur Keuangan PT Chubb General Asuransi
[nsurance Indonesia




Posisi di v ._| Nama Perusahaan Lain .
No Nama Perusahaan Posisi di Perusahaan Lain dimaksud Bidang Usaha
2 |Cahyono Seto Wakil Komisaris Utama Direktur PT Bumi Suksesindo Pertambangan
3 [Nana Sudiana Komisaris Independen - - -
. Komisaris Independen |- PT Kresna Life - Asuransi Jiwa
. - PT Henan Putihrai Asset - Asset Manajemen
i L - Komisaris Independen Manai
Hotbonar Sinaga | Komisaris Independen anajemen
N - Daya Makara UL - Konsultan
- Komisaris Independen Manajemen

4) Frekuensirapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Jumlah Rapat Komisaris (12 kali rapat)
No Nama Jabatan Jumlah Kehadiran _
Fisik | Telekonferensi/ Video Konferensi % Kehadiran

/Sarana Media Elektronik lainnya

1 |Adrianto Gunawan Komisaris Utama 12 - 100%

2 Cahyono Seto 'Wakil Komisaris Utama 8 - 66%

3 [Nana Sudiana Komisaris Independen 9 - 75%

4 |Hotbonar Sinaga Komisaris Independen 11 - 91%

5) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Jumlah Rapat Komisaris dengan Direksi (12 kali rapat)

No Nama Jabatan Jumlah Kehadiran _
Fisik Telekonferensi / Video Konferensi |76 Kehadiran
/Sarana Media Elektronik lainnya
1 |Adrianto Gunawan Komisaris Utama 12 - 100%




2 Cahyono Seto akil Komisaris Utama 8 - 66%
3 [Nana Sudiana Komisaris Independen 9 - 75%
4 |Hotbonar Sinaga Komisaris Independen 11 - 01%
5 |Anton Fahlevie Direktur Utama 12 - 100%
6 [Taufik Marjuniadi Direktur Tehnik 11 - 91%
7 {Christiastuti Lucy Direktur Marketing 8 - - 66%

6) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor

yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Yang Mencapai 5% (Lima Persen)

Atau Lebih Dari Modal Disetor

Nama Jabatan A* B** Crex Dr##x Keterangan:
' o o Indonesia/
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Luar Negeri
Nominal | Kepemilikan [Nominal|Kepemilikan| Nominal |Kepemili| Nominal |Kepemilik
Saham Saham Saham kan Saham an
Adrianto Komisaris - - - - - - - - -
Gunawan Utama
Cahyono Seto [Wakil - - - - - - - - -
Komisaris
Utama
Nana Sudiana [Komisaris - - - - - - - 81.000.000 11,25% [Indonesia
[ndependen 40.000.000 8%  [Indonesia
Hotbonar Komisaris - - - - - - - - -
Sinaga [ndependen
Keterangan:

A. *Perusahaan yang bersangkutan;

**Perusahaan perasuransian lain;

B
C. ***Perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan
D

###*Parusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.
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7) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lain, anggota Direksi,
anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud

menjabat
Hubungan Keuangan Dengan
Nama Direksi Lainnya - Dewan Komisaris Dewan Pengawas Syariah Pemegang Saham
Ya |Tidak| Keterangan* | Ya | Tidak | Keterangan* Ya Tidak Keterangan* | Ya | Tidak | Keterangan*®
Adriato Gunawan v v v v
Cahyono Seto v v v v
Nana Sudiana v v v v
Hotbonar Sinaga v v v v
Keterangan:
*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb
Hubungan Keluarga Dengan
Nama Dewan Komisaris Lainnya Direksi Dewan Pengawas Syariah Pemegang Saham
Ya |Tidak| Keterangan* | Ya | Tidak | Keterangan* Ya Tidak Keterangan® | Ya |Tidak| Keterangan®
Adriato Gunawan v v v v
Cahyono Seto v v v v
Nana Sudiana v v v v
Hotbonar Sinaga v v v v

Keterangan:

#) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ ipar, dsb

d. Dewan Pengawas Syariah

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota
Dewan Pengawas Syariah

11



Tanggal
Kriteria Pengangkat Masa Kewarga- Domisili
an oleh Jabatan | negaraan
No Nama Jabatan RUPS
F Pemli};‘ilkaf:h. Uji Kemampuan
orma - erakuir dan Kepatutan
dan gelar profesi
1 [Prof.Dr. H. Muhammad [Ketua Dewan  (Doktor, Pasca Sarjana [KEP- 15 April 2014 | 5Tahun | Indonesia (Grand Puri Laras, Blok I
Amin Suma, S.H, M.A, [Pengawas IAIN Jakarta, 1987- |2000/NB.1/2014 INo.3, Ji. Legoso Raya,
M.M Syariah 1989 Pisangan Timur,
Ciputat, Tangsel
2 [Dr.Ir. Krisna Wijaya, |Anggota Dewan |[Doktor, Pasca Sarjana [KEP- 15 April 2014 | 5 Tahun Tndonesia W1 H. Zaini 1/8, Arteri
M. M Pengawas UGM, Yogyakarta, |2000/NB.1/2014 Pangeran Antasari,
Syariah 1990 Cipete Jak-sel

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah, harus dicantumkan
susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No Nama Jabatan Tanggal Pengangkatan Tanggal Pemberhentian
oleh RUPS oleh RUPS
1 - - - -
dst - - - -
3) Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah
Posisi di ‘.o . Nama Perusahaan Lain .
No Nama Perusahaan Posisi di Perusahaan Lain dimaksud Bidang Usaha
1 giﬁanSruII;Ila ?gug?rﬁnid gsggzxggyg;ari -k Ketua DPS PT Adira Insurance Syariah | Asuransi Syariah
Ketua DPS Tokyo Marine Syariah Asuransi syariah
Insurance
2 [Dr. Ir. Krisna Wijaya, |Anggota Dewan Komisaris
.M Pengawas Syariah Utama/Komisaris  [PT BNI Life Asuransi Jiwa
Independen
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Komisaris Independen

PT Mahaka Group, Tbk

Advertising

(LPPI)

Komisaris Independen {PT Adira Finance, Tbk Pembiayaan
Lembaga Pengembangan Lemb
Direktur Perbankan Indonesia Pglr:tiﬁgi

4) Frekuensirapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Jumlah Dewan Pengawas Syariah (7 kali rapat)

No Nama Jabatan Jumlah Kehadiran 9%
- Telekonferensi / Video Konferensi | xehadiran
Fisik /Sarana Media Elektronik lainnya
Prof.Dr. H. Muhammad  |[Ketua Dewan Pengawas 7 - 100%
1 |Amin Suma, S.H, M.A, Syariah
M.M
o Dr. Ir. Krisna Wijaya, M.M |Anggota Dewan Pengawas 7 - 100%
Syariah

e. Laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

1)  Laporan kegiatan Dewan Komisaris (termasuk hasil pengawasan atas realisasi rencana bisnis)

Laporan Realisasi Keuangan PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia

a.
Urai R Bisni Realisasi Deviasi
raian encana Bisnis eali -
Rupiah %
ASET ) - - -
Investasi } - - -
Surat Berharga yang dimiliki ) - - -
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Deposito dan Sertifikat
Deposito

68,378.18

82,619.84

14,241.66

20.83%

Sukuk atau Obligasi Syariah

MTN Syariah

Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah yang
diterbitkan oleh Bank
Indonesia

Surat Berharga Syariah Yang
diterbitkan oleh selain negara
Republik Indonesia

Surat Berharga Syariah Yang
diterbitkan oleh Multinasional

Reksa Dana Syariah

55,658.10

28,783.43

(26,874.66)

Efek Beragun Aset Syariah

REPO

Pembiayaan Melalui Kerjasama
dengan Pihak Lain

Penyertaan Langsung

Properti Investasi

Emas Murni

1,044.65

187.68

 21.90%

Investasi Lain

Jumlah Investasi

124,893.25

112,447.92

(12,445.33)

-0.96%

Bukan Investasi

0.00%

Kas & Bank

13,951.32

13,664.18

(287.14)

-2.06%

Tagihan

41,374.22

28,412.08

(12,962.14)

-31.33%

Aset reasuransi

31,881.53

42,348.35

10,466.82

0.00%

Biaya Akuisisi yang
ditangguhkan

33,809.25

(33,809.25)

-100.00%

Properti Non Investasi

1,016.57

(1,916.57)

-100.00%

Aset Lain

8,089.58

21,320.14

13,230.56

163.55%

Jumlah Bukan Investasi

131,022.48

105,744.75

(25,277.73)

-19.29%
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JUMLAH ASET _ esso1sy2 | 819267 | (37,723.05) _-14.74%
LIABILITAS DAN EKUITAS 25591572 | 21819267 ' (37,723.06) ~14:74%
Liabilitas - - - -
Utang 11,695.55 3,353.58 (8,341.97) ~71.33%
Utang Klaim 25,463.55 64.26 (25,399.30) -99.75%
Utang Lain 16,756.16 22,796.75 6,040.59 36.05%
Biaya yang Masih Harus ) o
Dibayar 3,706.82 2,810.18 (896.64) 24.19%
Penyisihan Teknis - - - 0.00%
Penyisihan Ujrah 44,957.88 31,399.91 (13,557.97) -30.16%
}’eny151_han penjaminan pokok ) . } 0.00%
1invetasl
Penyisihan kontribusi - - - 0.00%
Penyisihan Kontribusi yang o
belum merupakan pendapatan 29,393.63 61,598.12 | 32,204.49 109.56%
Penyisihan Klaim 35,259.79 34,815.77 (444.02) -1.26%
Penyisihan atas risiko bencana - - - 0.00%
Qardh/Qardh Subordinasi - - - 0.00%
Ekuitas Dana - - - 0.00%
Modal Disetor 80,000.00 84,900.00 4,900.00 6.13%
Agio Saham - - } 0.00%
Penyisihan - - ) 0.00%
. _ )
Akumulasi Dana 19,206.13 5. 50L71 (13,704.43) 71.35%
Kenaikan (Penurunan) Surat _ ) 0.00%
Berharga -
Saldo Laba (10,523.80) (29,047.62) (18,523.82) 176.02%
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b. Realisasi Laba/Rugi Komprehensif

URAIAN

Rencana

Realisasi

Deviasi

PENDAPATAN UNDERWRITING

Kontribusi Bruto

a. Kontribusi Penutupan Langsung

113,000.00

105,557.70

(7,442.30)

b. Kontribusi Penutupan Tidak Langsung

c. Komisi Dibayar

(22,387.69)

(17,987.88)

4,399.81

Jumiah Kontribusi Bruto

Kontribusi Reasuransi

a. Kontribusi Reasuransi Dibayar

(16,470.13)

(8,824.42)

7,645.71

b. Komisi Reasuransi Diterima

Jumlah Kontribusi Reasuransi

Kontribusi Neto

Penurunan (Kenaikan) Cadangan Kontribusi dan
CAPYEMP

a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Kontribusi

b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP

(6,156.62)

(21,836.37)

(15,679.75)

Penurunan (Kenaikan) Cadangan Kontribusi dan
CAPYBMP

Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto

67,985.56

56,909.03

(11,076.53)

Pendapatan Underwriting Lain Neto

67,985.56

56,900.03

(11,076.53)

PENDAPATAN UNDERWRITING

67,985.56

56,909.03

(11,076.53)

BEBAN UNDERWRITING

Beban Klaim

a. Klaim Bruto

(63,658.88)

(48,012.66)

15,646.22

b. Klaim Reasuransi

28,083.37

16,423.92

(11,659.44)

c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim

197.48

175.26

(22.22)

Jumlah Beban Klaim Neto

(35,378.04)

(31,413.48)

3,964.56
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Beban Underwriting Lain Neto - - -
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING (35,378.04) (31,413.48) 3,964.56
HASIL UNDERWRITING 32,607.52 25,495.55 (7,111.97)
Hasil Investasi 8,401.10 3,493.99 (4,907.11)
Beban Usaha: - - -

a. Beban Pemasaran (690.00) (558.49) 131.51
b. Beban Umum dan Administrasi (25,362.81) (26,886.39) (1,523.58)

- Beban Pegawai dan Pengurus - - -
Beban Pendidikan dan Pelatihan - - -

- Beban Umum dan Administrasi Lainnya 2,543.97 (2,356.63) (4,900.60)
Jumlah Beban Usaha (15,107.74) (26,307.52) (11,199.78)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 17,499.78 (811.97) (18,311.75)
Pajak Penghasilan 2,598.87
LABA SETELAH PAJAK 17,499.78 1,786.90 (18,311.75)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF 17,499.78 1,786.90 (18,311.75)

c. Realisasi Arus Kas

URAIAN Rencana Realisasi Deviasi
SALDO AWAL 6,816.48 6,906.26 89.78
SALDO AKHIR KAS 4,725.98 13,664.18 8,938.20
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI - - -
Arus Kas MAsuk 122,756.95 123,732.65 975.71
Kontribusi Para Peserta 55,941.79 51,513.13 (4,428.66)
Ujrah yang diterima 43,170.70 46,930.38 3,759.68
Klaim Reasuransi Diterima 23,644.45 20,139.24 (3,505.21)
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Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting
Reasuransi

Lain - Lain - 5,149.90 5,149.90
Arus Kas Keluar 160,468.;5.6 ..... 118,562.05 18,094.44
Klaim Dibayar 33,857.07 50,640.71 16,783.64
Ujrah - - -
Beban Pemasaran 1,204.26 649.58 (554.68)
Pemasaran Ujrah Reasuransi - - -
Pembayaran Ujrah Asuransi 926.89 2,477.73 1,550.85
Kontribusi Reasuransi Dibayar Cegersol 15,734.27 - - -(7,540.75)
Pembayaran Sewa [ 1,223.26 1,050.37 72711
Pembayaran Zakat - - -
Pembayaran Pajak - - -
Lain-lain 39,982.02 47,110.28 7,128.27
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI e L

Arus Kas Masuk 3,786.93 8,305.00

Penerimaan Hasil Investasi 3,672.01 4,228.56 555.65
Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru’ - - -
'I;‘Eelgziirlrl{aan Bagi Hasil Investasi Dana 295.87 341.69 45.82
Pencairan Investasi - 3,045.20 -
Penjualan Tanah dan Bangunan | - = -
Penerimaan Kas Dari Para Peserta - T - -
Penjualan Aktiva Tetap - 61.00 -
Lain-Lain (181.85) 28.55 210.40
Arus Kas Keluar 53,165.87 9,616.79 (43,549.08)
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Penempatan Investasi

(47,235.80)

Pembayaran Kepada Para Peserta

4,264.20

Pembayaran Distribusi Surplus UW ke
Perusahaan

Pembayaran Distribusi Surplus UW ke
Peserta/ Pemegang Polis

Pembayaran Bagi Hasil Investasi DT ke
Perusahaan /Operator

295.87

341.69

. 45.82

Pembayaran Ujrah/Fee kepada Perusahaan

Lain-Lain

1,370.00

5,010.90” .

3,640.90

e

ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN

Arus Kas Masuk

2,900.00

(22,100.00)

Setoran Modal/Modal Kerja

7 2,000.,00

(22,100.00)

Pinjaman Subordinasi

Penerimaan Qardh

Qardh

Lain-Lain

e

Arus Kas Keluar

Pembayaran Pinjaman Subordinasi

Pembayaran Dividen

Pembayaran Qardh

Qardh

Lain-Lain
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d. Realisasi Rasio-Rasio dan pos-pos Tertentu lainnya

URAIAN Rencana Realisasi Deviasi
TINGKAT SOLVABILITAS ASET YANG
DIPERKENANKAN 86,116.72 79,886.43 (6,230.29)
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) 55,060.51 44,810.99 (10,249.51)
Jumlah Tingkat Solvabilitas (a) 31,056.21 35,075.43 4,019.22
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) -
Jumlah MMBR (b) 3,073.97 1,590.22 (1,483.74)
Kelebihan (Kekuarangan) batas Tingkat
Solvabiltas 27,982.24 33,485.21 5,502.96
Rasio P ian Solvabilit :b
Ml\s'll]gR encapaian Solvabilitas (a : b) 1010.30% 2205.69% 11.95
TINGKAT SOLVABILITAS ASET YANG
DIPERKENANKAN 72,908.94 115,931.74 43,022.81
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) 58,552.96 112,027.60 53,474.64
Jumlah Tingkat Solvabilitas (a) 14,355.98 3,904.15 (10,451.83)
Dana Tabarru Berbasis Resiko ( DTMBR ) - - -
Jumlah DTMBR (b) 13,350.56 15,760.78 2,410.22
Kelebihan (Kekuarangan) batas Tingkat
Solvabilias 1,005.42 (11,856.63) (12,862.05)
Rasio Pencapaian Solvabilitas (a : b) - - -
Rasio DTMBR 107.53% 24.77% (0.83)
RASIO TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN _ _ _
SELAIN MMBR
Rasio Likuiditas - - -
a. Aset Lancar 74,958.77 126,112.10 51,153.33
b. Liabilitas Lancar 28,542.80 29,024.77 481.97
c. Rasio(a:b) 262.62% 434.50% 1.72

Rasio Kecukupan Investasi
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a. Investasi + Kas & Bank (Lihat Neraca SAP) 51,872.85 56,637.22 4,764.37
b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri 30,010.16 54,065.55 24,055.39
¢. Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain
Kepada Tertanggung 21,808.65 2,311.18 (19,497.47)
d. Rasio (a: (b+c)) 100.10% 100.46% 0.00
Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan ) ) 3
Pendapatan Kontribusi Neto
a. Hasil Investasi 1,338.42 3,493.99 2,155.57
b. Pendapatan Kontribusi Neto 40,837.45 100,763.78 59,026.33
¢. Rasio(a:b) 3.28% 3.47% 0.00
Rasio Beban Klaim, beban Usaha, dan Komisi - - -
a. Beban Klaim Neto 35,378.04 30,176.15 (5,201.89)
b. Beban Usaha 26,052.81 27,444.88 1,392.07
c. Komisi Neto 22 387.69 17,087.88 (4,399.81)
d. Pendapatan Kontribusi Neto 93,788.60 34,904.29 (58,884.32)
e. Rasioa:d(rasiol) 37.72% 86.45% 0.49
f. Rasiob:d (rasio II) 27.78% 78.63% 0.51
g. Rasio c: d (rasio III) 23.87% 51.53% 0.28
h. RasioI + Rasio II + Rasio III 89.37% 216.62% 1.27
v. Return on Investment (ROTI) 6.73% 3.11% (0.04)
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak 6,904.55 1,786.90 (5,117.64)
b. Rata-rata Investasi 124,893.25 100,763.78 (24,129.47)
c. Rasioa:b 5.53% 1.77% {0.04)
vi. Return on Equity (ROE) 7.70% 2.91% (0.05)

e.  Realisasi Non Keuangan

No. Uraian Target Realisasi Keuangan,

1 Permodalan

Rp.80.000.000.000

Rp.84.900.000.0000
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a. Deposito 5,32%

a. Deposito 5,96%
b. Reksadana 0,19%

2 | Hasil Investasi b. Reksadana 9,79%
¢. Emas2,9% c. Emas 13,38%
Lini Usaha: - Non Motor Net
- Non Motor Net Retension Retension Rp.5 Juta -1.5
3 | Reasuransi Rp.5 Juta -1.5 Miliar Miliar -
- Motor Rp.150 juta - Motor Rp.150 juta
4 | Produk baru 4 Produk Baru 4 Pro_d uk_baru belum -
terealisasi
5 | SDM 89 89
6 | Pendidikan dan Pelatihan - - -
7 | Jaringan Kantor 6 6 -
8 | Tenaga Kerja Asing - - -
Pelaksana Pelatihan APU L " )
9 | &PPT
10 | Lainnya - - -
f. Realisasi Pengembangan Produk & Pemasaran Produk Asuransi
Lini Usaha/Cabang Realisasi
No. Nama Produk baru Asuransi Saluran Pemasaran Penerbitan,/Pelaksanaan
Asuransi Syariah Tenaga Pemasaran
1 | Freight Forwarder Liability Aneka Perusahaan, Agen,
Broker Belum teralisasi
Asuransi Syariah Tenaga Pemasaran
2 | Moveable All Risk Engineering Perusahaan, Agen,
Broker Belum teralisasi
Engineering Tenaga Pemasaran
3 | CECR Perusahaan, Agen,
Broker Belum teralisasi
Aneka/Casualty Tenaga Pemasaran
4 | Fidelity Guarantee Perusahaan, Agen,
Broker Belum teralisasi
dst - - - -
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2)

Laporan Pengawasan Komisaris Independen

No Ringkasan Pengawasan Komisaris Independen
a | Aspek Pelayanan
1. Akad Wakalah Bil Ujrah dan Akad Mudharabah telah dilaksanakan dengan baik, jelas dan transparan
yang mengatur mengenai kesepakatan antara peserta dan perusahaan sebagai pengelola dana Tabarru’
termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak dan telah tercantum di semua polis asuransi.
2, Semua produk asuransi yang dijual ke masyarakat (Peserta) telah sesuai dengan peraturan dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan izin dari pihak Regulator.
3. Tarip (suku Premi/Kontribusi) asuransi telah sesuai dengan database Risk & Loss Profile, dan/atau
Advisory Rates serta mekanisme pasar, dan telah mencerminkan aspek fairness, tidak merugikan
perusahaan dan/atau peserta serta tidak diskriminatif.
b | Penyelesaian Klaim
1. Melakukan monitoring agar hak-hak Peserta dalam klaim yang telah disetujui perusahaan,
pembayarannya tidak melebihi batas waktu yang diperkenankan sesuai ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Sampai saat ini penyelesaian klaim telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan perusahaan.
c Perselisihan Pada Badan Mediasi, Badan Arbitrase atau Badan Peradilan
Selama tahun buku 2018 sampai posisi akhir Desember, tidak tercatat adanya perselisihan/perkara hukum antara
Perusahaan dengan pihak manapun, terutama dengan Pemegang Polis/Tertanggung/Peserta.
d | Perlindungan Lainnya atas hak-hak dan Kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta dan/atau pihak yang
berhak memperoleh manfaat
1. Tingkat keschatan kenangan (solvabilitas) atau Risk-Based Tabarru’ Perusahaan senantiasa dipantau
dan diawasi agar tetap berada dalam batas yang diperkenankan regulator. Pada posisi akhir tahun
5018 Audited RBC Dana Tabarru’ sebesar 100% dan RBC Dana Perusahaan sebesar 1460%.
2. Tersedianya dana yang cukup untuk Dana Jaminan dan Qardh yang setiap saat diperlukan untuk
memenuhi kekurangan Dana Tabarru’.
3. Terjaganya portofolio investasi baik yang menyangkut dana Tabarru’ maupun Dana Perusahaan agar
tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan aman.
4. Memastikan bahwa perusahaan telah memiliki program-program reasuransi yang sesuai dengan

23




peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dan lain-lain dalam rangka memastikan agar perusahaan senantiasa comply dengan peraturan dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanyaan dan keluhan dari Pemegang Polis hanya yang bersifat minor dan semuanya telah
ditangani dengan baik. Secara rutin dalam rapat dengan Dekom selalu dilaporkan oleh Direksi
walaupun nihil". '

Pelaksanaan Tugas lainnya (Sebagai bagian dari Dewan Komisaris}

1.

Bersama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya melakukan tugas dan fungsi pengawasan serta
pemberian saran, sesuai Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan serta ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Mengikuti rapat-rapat Dewan Komisaris dengan Direksi secara berkala, dan atau pihak lainnya baik
dengan pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan.

Menjadi Ketua Komite Audit dan mengikuti rapat-rapat Komite Audit, dan rapat Komite Audit dengan
pihak lain terutama dalam rangka melakukan pembahasan rencana audit dengan pihak Kantor Akuntan
Publik, hasil audit dan progress tindak lanjutnya, serta rencana audit (Audit Plan) Tahun 2017 dari
Departemen Internal Audit serta memonitor realisasinya.

Menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Integrated Governance Committee) dengan
perusahaan induk dan mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan.

Mengikuti dan hadir dalam RUPS perusahaan serta pertemuan lainnya dengan pemegang saham secara
insidentil, terkait tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris.

f. Komite-Komite

1)

Komite di bawah Direksi
No Nama Komite Nama Anggota Jabatan® Masa Kerja SK Pengangkatan Jumlah
Rapat dalam
Setahun
1 Komite Investasi | 1. Anton Fahlevi Ketua 4 tahun SK Direksi
No.045/SKD/BOD-
JPT/X/2014-
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2)

ADD.o1

2. Djedje Solihin Anggota 4 tahun SK Direksi
. No.o45/SKD/BOD-
JPT/X/2014-
ADD.o1
2 | Komite 1. CLucy Ketua 3 tahun SK Direksi 2
Pengembangan No.004/SKD/BOD-
Produk JPT/1/2015

2, Taufik Marjuniadi | Anggota Tetap 3 tahun

3. Nurman Sugandhi | Anggota Tetap 3 tahun

4. Djedje Solihin Anggota Tetap 3 tahun

5. Mualana Sukamto | Anggota tidak 3 tahun

tetap
6. Jemitra Tjahjono Anggota tidak 3 tahun
tetap
Komite di bawah Dewan Komisaris
No Nama Komite Nama Anggota Jabatan Masa Kerja SK Pengangkatan Jurnlah
Rapat dalam
Setahun
1 Komite Audit 1. Nana Sudiana Ketua 2 tahun SK Dewan 5

Komisaris
No.oo4/SK-
DEKOM/ XII/2013
Add.o1-2016
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2. Adrianto Gunawan

Wakil Ketua
merangkap
Anggota

2 tahun

SK Dewan
Komisaris
No.00o4/SK-
DEKOM/ X11/2013
Add.o1-2016

3. Wahyu Kuncahyo

Anggota

2 tahun

SK Dewan
Komisaris
No.004/SK-
DEKOM/ XII/2013
Add.o1-2016

Komite Pemantau
Risiko

1. Hotbonar Sinaga

Ketua

2 tahun

SK Dewan 2
Komisaris
No.oo03/SK-
DEKOM/ XII/2013
Add.o1-2016

2. Cahyono Seto

Wakil Ketua
merangkap
Anggota

2 tahun

SK Dewan
Komisaris
No.oo3/SK-
DEKOM/ XII/2013
Add.o1-2016

3. Wahyu Kuncahyo

Anggota

2 tahun

SK Dewan
Komisaris
No.oo3/SK-
DEKOM/ XII/2013
Add.o1-2016

g. Penerapan fungsi Auditor Eksternal

No

Uraian

Tahun n-2

Tahun n-1

Tahun n

1

Nama Kantor Akuntan
Publik

Tanudiredja, Wibisana, Rintis

dan Rekan (PWC)

Tanudiredja, Wibisana, Rintis | Tanudiredja, Wibisana,
dan Rekan (PWC)

Rintis dan Rekan (PWC)

Nama Akuntan Publik

Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec.,

CPA

Drs. M. Jusuf Wibisana,
M.Ec., CPA

Lucy Luciana Suhenda,
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S.E., Ak., CPA

Periode Audit |

2015

2016

2017

Nomor RUPS

23 Juni 2016

21 Juni 2017

29 Juni 2018

h. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas
Syariah
Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai yang menerima paket
remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan berikut:

Jumlah Dewan

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)/ Jumlah Direksi | Jumlah Komisaris Pengawas Syariah Pegawai
Di atas Rp. 2 miliar - - - -
Di atas Rp.1 miliar s.d Rp 2 miliar - - - -
Di atas Rp. 500 juta s.d Rp1 miliar 3 - - -
Rp. 500 juta ke bawah 4 2
i. Alih Daya Pengelolaan Investasi
No Jenis Nama Perusahaan Alih Daya Nilai Investasi No. Perjanjian % dari
Investasi total
Portofolio
Investasi
1 - - - - o
2 - - - - -
dst - - - - -
j. Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (outsorcing)
No Fungsi yang dialihdayakan Nama Pihak Lain Izin Usaha Jangka waktu
kontrak

27



1 | Sopir, Office Boy/Girl, Pengantar | PT Tridaya Dimensi Indonesia | No.154/I0PJ/JS/X/2012 evergreen
Dokumen (Kurir)
2 - - - -
dst - - - -

k. Pengungkapan hal-hal penting lainnya

Perasuransian

No Uraian CeKklis *) Jika Ya, Jelaskan
Ya | Tidak
1 | Pengunduran diri atau pemberhentian auditor v
eksternal
2 | Transaksi material dengan pihak terkait v
3 | Klaim material yang diajukan oleh dan/atau v
terhadap Perusahaan Perasuransian
4 | Benturan kepentingan yang sedang v
berlangsung dan/atau yang mungkin akan
terjadi
5 | Informasi material lain mengenai perusahaan v Pada tanggal 20 Desember 2018 pemegang saham

Perusahaan telah mengambil keputusan RUPS secara
Sirkuler terkait penambahan jumlah modal disetor
Perusahaan. Pemegang Saham telah menyetujui untuk
melakukan penambahan modal disetor Perusahaan
dari Rp.82 miliar menjadi Rp. 84 Miliar goo Juta.
Hasil RUPS Sirkuler ini telah dibuatkankan dalam
Alkta Notaris sebagaimana Akta No.33 tanggal 21
Desember 2018, dibuat oleh Notaris Liestiani Wang,
dan telah mendapat Surat Pemberitahuan Penerimaan
Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dari
Kementerian Hukum & HAM RI sebagaimana
suratnya No. AHU-AH.01.03-0279210, tanggal 21
Desember 2018.
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Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan

Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan dibawah
Departemen Legal & Compliance, dan bertanggung
jawab langsung kepada Direksi. Departemen Legal &
Compliance dipimpin oleh seorang Kepala
Departemen.

Jumlah Pegawai di dalam satuan Kepatuhan terdiri
atas 1 (satu) orang.

Perusahaan memiliki auditor internal

Fungsi Auditor Internal dilaksanakannya oleh
Departemen Internal Audit yang berada langsung
dibawah Direktur Utama. Departemen Internal Audit
dipimpin oleh seorang Kepala Departemen Audit
Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh
Direksi.

Pada struktur organisasi, kepala Departemen Audit
Internal memiliki fungsi lini ke Direktur Utama secara
langsung.

Jumlah Pegawai di dalam satuan Kerja Audit Inernal
terdiri atas 1 (satu) orang.

Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko

Perusahaan memilik fungsi Manajemen Risiko, fungsi
manajemen Risiko dikepalai oleh Kepala Departemen
dan jumlah pegawai pada fungsi ini berjumlah 1 (satu)
orang.

Perusahaan memiliki fungsi/satuan kerja
pengelolaan investasi

Fungsi pengelolaan investasi perusahaan berada
dibawah Komite Investasi dimana anggota dari
Komite ini adalah Direktur Utama dan Kepala Divisi
Finance & Accounting. Pengelolaan investasi
Perusahaan dikelola oleh Kepala Divisi Finance &
Accounting.

10

Perusahaan memiliki unit kerja khusus
dan/atau penunjukan pejabat PJK yang
bertanggung jawab atas program APU dan PPT

Perusahaan telah menunjuk seorang pejabat di
Perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola
program APU dan PPT.
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2. Penilaian Sendiri (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik

Pengisian kuesioner Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan
dilakukan oleh Perusahaan yang bersangkutan. Pengisian kuesioner ini dilakukan
dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner
dimaksud.

Cara Pengisian:

Secara Umum jawaban atas Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud terdiri dari 5
kriteria sebagai berikut {kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda) :
A= Perusahaan yang bersangkutan TIDAK MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai

Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud.

Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijjakan tertulis mengenai

]

os]
t

Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM
dilaksanakan. 7
C= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI Lkebijakan tertulis mengenai
Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM
dilaksanakan secara KONSISTEN.
D= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai
Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, kebijakan tersebut DILAKSANAKAN
secara KONSISTEN namun BELUM DIUPDATE secara berkala.
Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai
Pertanyaan /Pernyataan yang dimaksud dan kebijakan tersebut DILAKSANAKAN
secara KONSIS’I‘EN serta DIUPDATE secara berkala.

Penafsiran Hasil

[ca]
I

Suatu penilaian diperlukan untuk menafsirkan angka yang diperoleh dalam menjawab
pertanyaan-pertanyaan Kuesioner ini, yang sebagian besar jawabannya adalah terdiri
dari 5 (lima) skala mulai dari penilaian terendah (A/ Tidak), sampai dengan penilaian
tertinggi (E/ Ya).
Khusus untuk jawaban " A/Tidak" pada kriteria penilaian yang telah dipersyaratkan
dalam peraturan perundang-undangan (bersifat wajib), diberikan angka minus.
Untuk kelompok Pertanyaan/Pernyataan yang dilewatkan karena "Tidak ada" dan
yang bukan bersifat “"tidak applicable”, dalam penafsiran hasil harus tetap
diperhitungkan dengan memberikan score yang sama dengan jawaban " A/ Tidak ".
I. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU
1. Perusahaan memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan AB C D
2. Perusahaan memiliki Kebijakan Etika Bisnis yang antara lain meliputi :

2.1. Kebijjakan umum yang mengarah kepada peraturan

@@ ® ()

-perundahg—undangan dan kode etik yang berlaku AB ¢r
2.2. Kebijakan bagi organ perusahaan AB C D
2.3. Kebijakan bagi pegawai AB cC D
2.4. Kebijakan bagi pemegang polis AB cC D
2.5. Kebijakan bagi mitra usaha ' ABE €D
2.6. Kebijakan bagi sesama perusahaan asuransi dan perusahaan A B ¢ Db



reasuransi

3. Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang merupakan

penjabaran Nilai-nilai Perusahaan dan Etika Bisnis

4. Pedoman Perilaknu mencakup panduan tentang :

4.1. Benturan kepentingan
4.2 Pemberian hadiah dan donasi
4.3. Kepatuhan terhadap peraturan

4.4 Kerahasiaan informasi

4.5, Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor

5. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perusahaan:

5.1, Membuat pernyataan "tidak memiliki benturan kepentingan" terhadap

setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil
keputusan

5.2 Membuat pernyataan setiap tahun mengenai pelaksanaan pedoman

perilaku yang ditetapkan perusahaan

5.3 Membuat pernyataan setiap tahunnya untuk tidak menerima dan atau

memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan

6. Perusahaan melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri

(ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi perusahaan

7. Mempunyai sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman

perilaku, peraturan perusahaan dan ketentuan peraturan perundangan-

undangan serta hal-hal yang berkaitan dengan Pemegang Polis.yang

menjamin perlindungan bagi Pelapor,
II. ORGAN PERUSAHAAN
A Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1.

Setiap Pemegang Saham berhak mempercich informasi yang akurat
mengenai prosedur yang barus dipenuhi berkenaan dengan
penyelenggaraan RUPS

Kebijakan perusahaan tentang penjelasan lengkap dan informasi yang
akurat mengenai prosedur RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap
mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan

penyelenggaraan RUPS

4. Penjelasan lengkap dan informasi tersebut meliputi hal-hal berikut ini:

4.1 Panggilan RUPS

4.2 Informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS

4.3 Tersedianya informasi di kantor pusat perusahaan

4.4 Komitmen diselenggarakannya RUPS secara transparan.

4.5 Pemberitahuan kepada setiap pemegang saham mengenai hasil
RUPS

Dalam pengambilan keputusan RUPS :;

5.1 Anggota Dewan Kemisaris dan Direksi yang diangkat telah lulus Fit
and Proper Test bagi perusahaan

5.2 Mempertimbangkan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi

atau fungsi yang menangani Nominasi dan Remunerasi dalam

AB
AB
AB
AB
AB
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pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi
5.3 Mempertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan
GCG dalam mengambil keputusan menerima atau menolak A B c E

laporan

5.4 Melakukan penetapan auditor eksternal Tidak

5.5 Keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan wajar dari AR c D @
para pemangku kepentingan. i

5.6 Memperhatikan kondisi keuangan perusahaan dalam hal pemberian AR c b @
bonus , tantiem dan dividen

B.Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah secara bersama-sama sesuai dengan
fungsinya masing-masing telah melaksanakan hal-hal di bawah ini:

1.1. Internal kontrol AB cC D e

1.2. manajemen risiko. AB C D 9

1.3. imbal hasil (return ) yang wajar bagi Pemegang Saham. AB C D 9

1.4 kebijakan yang terkait kepentingan stakcholders i AB cC D 9

1.5. sukse‘su ki:permmpman dan kontinyuitas manajemen di semua lini AE c @ B
organisasi.

1.6. implementasi GCG. AB c D @

2. Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah bersama-
sama menyepakati hal-hal tersebut di bawah ini;

2.1 Sasaran usaha perusahaan A B cC D

2.2, Rencana jangka panjang perusahaan AB cC D E

2.3 Rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan AR cC D @

2.4. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan AB c D @
anggaran dasar perusahaan

2.5. Kebijakan dalam menghindari segala bentuk benturan kepentingan A B ¢ D @
{conflict of interest ). )

2.6. Kebijakan dan metode penilaian perusahaan AB c @ E

2.7. Kebijakan dan metode penilaian unit-unit dalam perusahaan AB c @ E

2,8, Struktur organisasi pada tingkat eksekutif AB C D @

C.Dewan Komisaris
1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris
1.1 Jumlah anggota Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan
kompleksitas perusahaan namun tetap memperhatikan efektivitas Tidak
pengambilan keputusan.
1.2 Dalam komposisi Dewan Komisaris termasuk komisaris yang tidak

berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Tidak

® 6 @

Independen
1.3. Pengangkatan Komisaris Independen sesuai ketentuan yang Tidak
berlaku
1.4. Dewan Komisaris terdiri dari anggota-anggota yang secara kescluruhan memiliki kompetensi
seperti *):
a, bidang asuransi Tidak @
b. bidang keuangan Tidak (¥a)
¢. bidang manajemen., Tidak @
1.5. Mempunyai Komisaris Utusan, selain Komisaﬂs Independen Tidak @4

1.6. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPs Fidak
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sesuai proses yang transparan berdasarkan alasan yang wajar dan
diberi kesempatan membela diri
1.7 Tidak merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan
Kemisaris pada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan
Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Reasuransi yang  menyelenggarakan  sebagian usaganya
berdasarkan Prinsip Syariah yang sama
1.8 Tidak merangkap jabatan lebih dari 4 (empat] Lembaga Jasa
Keuangan lainnya
1.9 Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, atan anggota DPS pada Perusahaan
Perasuransian yang memilki bidang usaha yang sama
2, Kemampuan dan Integritas Dewan Komisaris
2.1. Memenuhi persyaratan Fit and Proper Test
2.2. Mematuhi dan memahami Anggaran Dasar Perusahaan
- 2.3. Mematuhi dan melaksanakan GCG
2.4, Tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi,
keluarga, kelompok usahanya atau pihak lain yang dapat
merugikan perusahaan.
3. Kemampuan dan Integritas DPS
3.1 Mendapatkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional?
3.2 DPS telah mendapat persetujuan dari OJK
3.3 Mematuhi dan memahami Anggaran Dasar Perusahaan
3.4 Mematuhi dan melaksanakan GCG
3.5 Tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi,
kelnarga, kelompok usahanya atau pihak lain yang dapat
merugikan perusahaan.
3.6 50% atau lebih anggota DPS berkewarganegaraan Indonesia.
4. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris
4.1. Dewan Komisaris mengawasi kepengurusan perusahaan oleh
Direksi
4.2.Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan
operasional
4.3 Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi pada Direksi dalam
bentuk pemberhentian sementara , dengan ketentuan harus
ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS
4.4 Dewan Komisatis memperoleh informasi tentang perusahaan secara
lengkap dan tepat waktu

4.5. Dewan Komisaris memiliki Tata tertib dan Pedoman Kerja {charter ) @

4.6. Dalam melaksanakan tugasnya , Dewan Komisaris membentuk
Komite Audit dan komite-komite lainnya. )

4.7.Dewan Komisaris melaporkan tanggung jawab pengawasannya dan
mendapatkan acquid et decharge dari RUPS

4.8, Déwan Komisaris mengadakan rapat secara berkala

4.9. Setiap rapat Dewan Komisaris dibuat risalah rapat

4.10 Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting

opinien ) dengan keputusan yang diambil dalam rapat

4.11 Setiap anggota Dewan Komisaris baik yang menghadiri rapat atau
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tidak berhak menerima risalah rapat Dewan Komisaris.

5. Fungsi Pengawasan Dewan Syariah

5.1 Informasi yang diberikan oleh Direksi kepada DPS disampaikan Tidak
secara lengkap dan tepat waktu.

5.2 DPS melallukan pengawasan dan pemberian nasihat dan saran Tidak
terhadap kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Syariah.

5.3 DPS mengadakan rapat secara berkala Tidak
5.4 Setiap rapat DPS dibuat risalah rapat Tidak

5.5 Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting Tidak
opinions} dengan keputusan yang diambil dalam rapat

5.6 Setiap anggota DPS baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak Tidak
menerima risalah rapat DPS

® e @6

6. Eomite-Komite Dewan Komisaris (dijawab jika ada)

lanjutkan ke
Tidak

6.1.8.
6.1. Komite Audit

Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk memastikan hal-hal

berikut ini:

6.1.1. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan
dengan baik

6.1.2. Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing
yang berlaku

6.1.3. Tindaklanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh

-]
w
0
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manajemen.

6.1.4. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan
standar auditing yang berlaku

6.1.5. Tindaklanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh

manajemen.
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6.1.6. Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan kenangan A B C
6.1.7. Anggota Komite Audit terdiri dari :
a. seorang Komisaris Independen sebagai Ketua Tidak
b. anggota Dewan Komisaris Tidak
c. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian,
pengalaman, serta kualitas lain yang diperlukan Tidak
6.1.8. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Audit, maka terdapat anggota komisaris
yang secara khusus bertugas untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:
a. Struktur pengendalian internal perusahaan telah dapat
dilaksanakan dengan baik
b. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai dengan
standar auditing yang berlaku
¢. Tindak lanjut temuan hasil audit intermal dilaksanakan oleh

manajemen.
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d. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan Tidak Ya
standar auditing yang berlaku

e.Tindaklanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh
manajemern.

f. Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan A B C D E
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. lanjutkan ke
6.2. Komite Kebijakan Risiko Tidak

6.2.4.

Komite Kebijakan Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal
berikut ini:
6.2.1. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko A B C D @
6.2.2. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan
Perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambiloleh A B C D @
Direksi.
6.2.3. Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari:
a. anggota Dewan Komisaris Tidak @
b. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian,
pengalaman dan kualitas lain dalam mengelola manajemen Tidak @
risiko.
6.2.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan Risiko, terdapat anggota
komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berilkut:
a. Menilai kualitas kebijjakan manajemen risiko A B C D E
b. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan
perusahaan, termasuk menilaj toleransi risiko yang diambil A B € D E
oleh Direksi.

lanjutkan ke
6.3, Komitq Nominasi dan Remunerasi @ 6.3.11

Ada

Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Kornisaris untuk hal-

hal berikut ini:

6.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada
RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan A B C D E
Komisaris

6.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada
RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi

6.3.3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada
RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat A B C. D E
senior Perusahaan.

6.3.4. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam
memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan A B cC D E
dan kepatutan.

6.3.5. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam
memilih anggota direkst sehingga memenuhi persyaratan A B € D E
kemampuan dan kepatutan.

6.3.6. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada
RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris

6.3.7. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada
RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi.

6.3.8. Membantn Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada
RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris

6.3.9. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada
RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi.

6.3.10. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:

a. anggota Dewan Komisaris Tidak Ya
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b.pihak lnar yang independen yang memiliki

keahlian,pengalaman dan kualitas lain yang diperlukan. Tidak Ya
6.3.11. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Nominasi dan remunerasi, terdapat

anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada
RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan A B C D
Komisaris

b. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada
RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi

c. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada
RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat A B C
senior Perusahaan.

d. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam
memilih  komisaris sehingga memenuhi persyaratan A B C
kemampuan dan kepatutan.

e. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam
memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan A B C
kemampuan dan kepatutan.

f. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS

@ @ ® © ©

mengenai sistem penilajan kinerja Komisaris a B C o

g Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada A B C E
RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi.

h. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada A B oC E
RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris

i. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS A B c E

mengenai sistem remunerasi bagi Direksi.

. lanjutkan ke
6.4. Komite Kebijakan Corporate Governance

Ada 6.4.4.

Komite Kebijakan Corporate Governance [yang berdiri sendiri maupun yang tergabung dalam
Komite Nominasi dan Remunerasi ) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal
berikut:
6.4.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG
secara menyeluruh yang disusun Direksi
6.4.2. Menilai kesesuaian penerapan GCG di perusahaan terhadap
kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang berkaitan A B C D E
dengan Etika Bisnis dan C8R
6.4.3. Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari :
Tidak
a. Anggota Dewan Komisaris va
b. Pihak luar yang independen yang mempunyai keahlian, Tidak va
pengalaman dan kualitas di bidang corporate governance
6.4.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan Corporate Governance, terdapat
anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berilaut:
a. Mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun
Diref:sij J ’ T A B ¢ @ E
b. Menilai kesesuajan penerapan GCG di perusahaan terhadap A B cC @ E
kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang
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D.

berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR

‘7. Komisaris Independen

Perusahaan memiliki Komisaris Independen dengan kriteria-kriteria berikut ini :

7.1 Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Pemegang Saham
pengendali perusahaan

7.2, Tidak memililkdi hubungan afiliasi *) dengan Direktur Perusahaan

7.3. Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Komisaris lainnya

7.4. Tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang sama dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir

7.5 Tidak menduduki jabatan eksekutif di perusahaan yang mempunyai
hubungan bisnis dengan perusahaan

7.6. tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada Perusahaan lain
yang terafiliasi dalam jangka waktu 6 (eham) bulan terakhir

7.7. Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan
yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan
perusahaan -perusahaan lain yang terafiliasi

7.8. Tidak menjadi pemasok signifikan atau menduduld jabatan
eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok

7.9. Tidak menjadi pelanggan signifikan atau menduduki jabatan
cksekutif dan komisaris perusahaan pelanggan signifikan dari
Perusahaan

7.10. Tidak menjadi pemasck signifikan perusahaan-perusahaan yang
terafiiasi atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris
perusahaan pemasok dari Perusahaan yang terafiliasi.

7.11. Tidak menjadi pelanggan signifikan perusahaan-perusahaan yang
terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan Komisaris
Perusahaan pelanggan dari Perusahaan yang terafiliasi.

7.12. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau
hubungan lain dengan perusahaan yang dapat diintepretasikan
akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris
Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi
kepentingan Perusahaan.

7.13. Memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas

7.14. Memahami Undang-Undang Perasuransian serta peraturan
pelaksahaannya.

7.15 Tidak bekerja rangkap sebagai Komisaris, Direktur, dan Dewan
Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Asuransi Syariah yang memiliki bidang usaha yang sama.

Direksi
1. Komposisi Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

Tidak
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1.1. Direksi terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi *)seperti :

1.1.a Bidang Asuransi
1.1.b Bidang Keuangan
1.1.¢c Bidang Manajemen.
1.2. Domisili Anggota Direksi diatur sedemikian rupa sehingga
memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif. .
1.3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui

Tidak
Tidak
Tidak

Tidak

Tidak
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mekanisme yang transparan

2, Persyaratan Anggota Direksi

2.1 Anggota Direksi memenuhi ketentuan anggaran dasar

2.2.

2.3.

24

2.6.

2.7.

2.8,

Anggota Direksi memenuhi persyaratan kemampuan dan
kepatutan sesuai peraturan otoritas pembina dan pengawas -
Anggota Direksi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan

perusahaan

. Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan GCG
2.5.

Anggota Direksi dilarang memanfaatkan perusahaan untuk
kepentingan pribadi, keluarga, ké]ompok usaha dan atau pihak
lain yang merugikan kepentingan perusahaan

Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai Dewan
Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Perasuransian
dengan bidang usaha yang berbeda

Selain Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai Dewan
Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Perasuransian
dengan bidang usaha yang berbeda yang bukan merupakan
Perusahaan anak

Direksi tidak merangkap jabatan pada perusahaan yang bukan

Perusahaan Perasuransian

3. Fungsi Direksi

3.1.

Kepengurusan

3.1.1. Direksi menyusun Visi, Misi dan Nilai2 perusahaan serta

3.1.2

3.1.3.

program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan
efisien, termasuk memastikan dimilikinya sumber daya
manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk

menjalankan fungsinya.

kepentingan

3.1.4. Direksi membentuk Komite untuk mendukung pelaksanaan

tugasnya

3.1.5. Direksi memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoeman kerja

(charter)

3.2. Manajemen Risiko

3.2.1. Direksi menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen Risiko

3.2.2. Perusahaan memiliki Komite Kebijakan Risike dan Satuan Kerja

yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan

Manajemen Risiko

3.3. Pengendalian Internal

3.3.1. Perusahaan memiliki fungsi pengawasan internal

3.3.2. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama atan Direktur yang

membawahi tugas pengawasan internal

3.3.3. Menembuskan laporannya kepada Dewan Komisaris/Komite

Audit.

3.3.4. Kepala Satuan Kerja Auditor Internal diangkat Direksi,

berdasarkan kriteria yang jelas

3.3.5. Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Auditor Internal

mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris

. Direksi mengelola sumber daya yang dimiliki , secara efektif dan

Direksi memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

A B

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak
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3.3.6. Satuan Kerja Auditor Internal bertugas untuk memastikan

sistem pengendalian internal berfungsi secara efektif dan efisien

3.3.7. Melakukarn evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan

3.3.8. Memastikan Sistem Pengendalian Internal berfungsi secara
efektif dan efisien

3.3.9. Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses

pengendalian risiko

3.3.10. Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan
perundangan, pelaksanaan GCG dan peraturan perusahaan

3.3.11. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit olch Auditor
Eksternal.

3.4, Komunikasi _

3.4.1. Perusahaan memiliki Sekretaris Perusahaan yang
melaksanakan komunikasi antara pertisahaan dengan
stakeholders

3.4.2. Dalam hal kompleksitas perusahaan belum mengharuskan
diangkatnya Sekretaris Perusahaan, maka fungsi komunikasi
dijabat oleh salah seorang anggota Direksi

3.4.3. Sekretaris Perusahaan harus mampu :

a. Memastikan perusahaan telah memenuhi ketentuan
penyampaian informasi sesuai peraturan perundang-
undangan

b. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan
atas setiap informasi relevan yang dibutuhkan.

3.4.4. Laporan Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan
disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris

3.4.5, Sekretaris Perusahaan melaksanakan fungsi untuk menjamin
kepatuhan pada peraturan perundangan dalam hal perusahaan
tidak memiliki satnan kerja kepatuhan {compliance committee )
tersendiri.

3.5, Aktuaria

aB c(@ =
aes © 0o E
Az @ &
A B c(D E
A B C@E

A B C @ E
Tidak Adg
lanjutican Ya
ke 3.4.2 Ya
Tidak

3.5.1. Perusahaan memiliki Aktuaris yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut

a. Aktuaris yang ditunjuk memiliki kualifikasi dan standar sesuai
yang ditetapkan yang dibulktikan dengan adanya pengakuan
dari Lembaga Profesi Aktuaris.

b. Aktuaris Perusahaan memenuhi kualifikasi sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku.

c¢. Aktuaris yang ditunjuk dalam melaksanakan tugasnya
berpedoman pada standar praktik dan kode etik profesi yang
berlaku. l

3.5.2. Perusahaan harus menunjuk perusahaan kensultan aktuaria
untuk melakukan evaluasi kewajiban perusahaan

3.6. Investasi

3.6.1. Investasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan hasil
yang optimal, mudah dicairkan dan aman bagi Perusahaan.

3.6.2. Perusahaan memiliki Komite Investasi untuk membantu Direksi

3.6.3. Komite Investasi menjalankan tugas secara obyektif
berdasarkan arahan Direksi

3.6.4. Komite Investasi membantu Direksi dalam menilai dan

Tidak Ya
Tidalk Ya

Ya

Ya

Ya
Tidak
A B c
Tidak (¥a)
as c(® =
A B C @ E
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3.6.5.

3.6.6.

menetapkan strategi investasi yang direncanakan
Komite Investasi membantu Direksi dalam menjaga likuiditas
yang cukup untuk memenuhi kewajiban

Perusahaari memiliki fungsi pengelolaan Investasi

3.7. Pemasaran

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.
3.7.4.
3.7.5.

3.7.6.

3.7.7.

Perusahaan memiliki Program Promosi (media plan) yang
intinya mengungkapkan informasi yang jelas dan relevan, tidak
menyesatkan serta mematuhi kode etik dan peraturan
perundangan yang berlaku

Perusahaan menerbitkan brosur yang memuat penjelasan
lengkap dan jelas tentang produk yang dijual ke masyarakat
luas

Perusahaan mermiliki agen dan sistem keagenan

Perusahaan memilki kontrak keagenan yang baku
Perusahaan memastikan bahwa seluruh agen wajib memiliki
sertifikasi keagenan dan pelatihan seperti yang dipersyaratkan
Perusahaan memilki dan menerapkan Kode Etik Keagenan
dalam pemasaran produknya

Perusahaan memiliki kerjasama dengan broker asuransi

3.7.8 Perusahaan telah memanfaatkan media elekironik untuk

melaksanakan kegiatan pemasaran.

3.8. Teknelogi Informasi (TI)

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.
3.8.6.

Perusahaan memiliki sistern komputerisasi administrasi secara
terpadu

Perusahaan memilki sistem komputerisasi untuk menghitung
besarnya akumulasi risiko dan cadangan teknis.

Perusahaan memiliki unit khusus untuk menangani Tl yang
berdiri sendiri dibawah supervisi seorang Direktur
Perusahaan memiliki Standard Operating Procedures untuk
bagian TI

Perusahaan melalkukan audit TI secara berkala

Perusahaan memiliki pengaturan tanggung jawab yang jelas
atas penggunaan Teknologi Informasi.

3.9. Tanggung Jawab Sosial

3.9.1.

3.9.2,

Perusahaan mempunyai program tanggung jawab sosial secara
berkelanjutan
Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial disampaikan

Direksi dalam Laporan Tahunan

4. Pertanggungjawaban Direksi

4.1, Direksi menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan

perusahaan dalam bentuk Laporan Tahunan

4.2, Kriteria Laporan Tahunan antara lain :

4.2.1.

Memuat sekurang-kurangnya :

a. Laporan keuangan

b. Laporan kegiatan perusahaan

c. Laporan pelaksanaan GCG

4.2.2.

Mendapat persetujuan RUPS

B
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4.2,3. Khusus laporan keuangan harus mendapat pengesahan RUPS

4.2.4. Harus tersedia sebelum RUPS dilaksanakan sesuai ketentuan
yang berlaku sehingga Pemegang Saham dapat melakukan
penilaian,

4.3. Rapat Direksi

4.3.1. Direksi mengadakan rapat secara berkala

4.3.2. Direksi menetapkan tata tertib rapat

4.3.3. Setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat

4.3.4. Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda
(dissenting opinion } dengan keputusan yang diambil dalam
rapat (bila ada) )

4.3.5, Setiap anggota Direksi baik yang menghadiri rapat atau tidak
berhak menerima Risalah Rapat Direksi

III. PEMEGANG SAHAM
1. Persyaratan Pemegang Saham
1.1. Pemegang Saham pengendali setiap saat wajib memenuhi
persyaratan kemampuan dan kepatutan
1.2. Penilajan kemampuan dan kepatutan dilaloukan setiap saat apabila
Pemegang Saham pengendali tersebut patut diduga tidak lagi -
memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan dan kepatutan
berdasarkan hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan atau
pengaduan
1.3 PSP tidak menjadi PSP pada 1 (satu] Perusahaan lain yang
merupakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi
yang memiliki bidang usaha yang sama
2. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham
2.1. Perusahaan menjamin hak-hak Pemegang Saham, sehingga

Pemegang Saham dapat menggunakannya berdasarkan prosedur
yang benar

Tidak

Tidak

Tidak
Tidak
Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

@
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2.2. Apakah hak-hak Pemegang Saham yang dijamin oleh Perusahaan meliputi namun tidak

terbatas kepada hal-hal berikut ini:
a. Hak untuk hadir dalam RUPS
b. Hak untuk memberikan suara dalam suatu RUPS
¢. Hak untuk memperoleh informasi material secara tepat wakta
d. Hak untuk memperoleh informasi material secara teratur
€. Hak untuk menerima sebagian dari laba yang diperuntukkan
bagi Pemegang Saham, sebanding dengan jumlah saham yang
dimilikinya
3. Kewajiban Pemegang Saham
3.1. Pemegang Saham mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan
3.2. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan pengawasan
Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris
3.3. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan kepengurusan
Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi
3.4, Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan
Perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan semangat dan cara

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan

Tidak
Tidak
Tidak
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praktik-praktik yang sehat di industri perasuransian

3.5. Pemegang Saham diwajibkan uniuk tidak memanfaatkan
Perusahaan untuk kepentingan keluarga dengan semangat dan
cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan A B c D @
dan praktik-praktik yang sehat semangat dan cara yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-
praktik yang sehat

3.6. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan A B c D @
Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dengan

3.7. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan
perusahaan untuk kepentingan kelompck usahanya dengan A BE € D @
semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat

3.8. Pemegang Saham meialmkan evaluasi kinerja Dewan Komisaris Tidak
melalui mekanisme RUPS

3.9. Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Direksi melalui Tidalk @
mekanisme RUPS

4, Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

4.1. Perusahaan melindungi hak pemegang saham sesuai dengan A B c b @
anggaran dasar dan peraturan perundangan lainnya

4.2, Perusahaan menyelenggarakan daftar pemegang saham sesuai
anggaran dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang- A B cC D @
undangan

4.3. Perusahaan menyediakan informasi mengenai perusahaan secara
tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecualihal- A B cC D
hal yang bersifat rahasia

4.4, Perusahan tidak memihak pemegang saham terfentu dengan
memberikan informasi yang tidak diungkapkan ke pemegang A B c
saham lainnya

4.5. Perusahaan memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang

® & ®

akurat mengenai penyelenggaraan RUPS
IV.PEMANGKU KEPENTINGAN
A.Pemegang Polis
1. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :
1.1. Kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis. Tidak
1.2. Perlindungan kepentingan pemegang polis. Tidak
1.3. Perlindungan kerahasiaan pemegang polis. Tidak
1.4. Evaluasi kebutuhan pemegang polis. A B cC D
1.5. Pengungkapan informasi yang material dan relevan bagi pemegang
polis.

good faith dengan integritas dan kompetensi yang tinggi
1.7. Penunjukan adjuster bersama-sama pemegang polis bila
diperlukan.
2. Perusahaan memastikan bahwa pemegang polis
2.1. Menyampaikan informasi kepada perusahaan secara jujur terkait
data tertanggung dan obyek risiko
2.2. Membayar premi tepat waktu Tidak

1.6. Pelayanan terhadap pemegang polis berdasarkan prinsip utmost @
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2.3. Melaporkan klaim ke perusahaan sesuai prosedur
2.4. Memberi kesempatan untuk melakukan survey dan bekerjasama
dengan adjuster
B.Pegawai
1. Pegawai harus memenuhi dan melaksanakan :
1.1. Penerimaan pegawai atas dasar kemampuan bekerja dan kriteria
yang terkait sifat pekerjaan secara taat azas
1.2. Hal-hal berikut secara obyektif tanpa membedakan SARA, jenis
kelamin dan kondisi fisik seseorang :
1.2.1. Pola penetapan remunerasi
1.2.2, Mengikutsertakan dalam pelatihan
1.2.3. Penetapan jenjang karir
1.2.4. Penetapan persyaratan kerja
1.3. Mempunyai peraturan tertulis yang mengatur pola rekrutmen serta
hak dan kewajiban pegawai
1.4. Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan
dan keselamatan kerja
1.5. Menyediakan sarana komunikasi untuk penyampaian informasi
bagi pegawai
1.6. Memberikan peluang kepada pegawai untuk membentuk Serikat
Pekerja dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan
2. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :
2.1 Kewajiban sebagaimana diatur jelas dalam peraturan perusahaan
dan atau Perjanjian Kerja Bersama
2,2, Larangan untuk tidak menggunakan nama, fasilitas, atan
hubungan baik perusahaan dengan pihak eksternal untuk
kepentingan pribadi
2.3. Hak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai
lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai
2.4, Pelaporan pelanggaran atas Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku
serta peraturan perundangan yang terkait dengan perusahaan
dengan hak mendapat perlindungan sebagai pelapor.
C. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Lain
1. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi melakukan

persaingan usaha secara sehat

Tidak
Tidak
A B
A B
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2. Dalam hal terjadi hubungan bisnis, para pihak harus memenuhi hak dan kewajiban

masing yang meliputi namun tidak terbatas pada :
2.1. Ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak
2.2, Pengungkapan dan penyampaian informasi dan data yang relevan
dan akurat
2.3. Pelaksanaan komitmen dalam memenuhi kewajiban masing-masing
pihak sesuai perjanjian dan peraturan perundangan
3. Perusahaan memiliki coverage otomatis dari periusahaan reasuransi
4. Perusahaan memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko
yang besamya didasarkan atas modal sendiri (ekuitas) dan profil
risiko yang bersangkutan
5. Setiap penutupan reasuransi yang bersifat otomatis (treaty)
didasarkan pada perjanjian yang disepakati oleh perusahaan dan
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' perusahaan reasuransi yang bersangkutan

D.Perusahaan Penunjang
1. Hubungan dengan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi

Dalam hubungan dengan pialang asuransi dan pialang reasuransi, perusahaan berpedoman
pada hal-hal sebagai berikut :

1.1, Perusahaan melaksanakan akseptasi sesuai dengan prinsip
kehati-hatian {prudent) dan menyelesaikan klaim sesuai A B C D @
perjanjian.

1.2, Perusahaan memastikan bahwa pialang :

1.2.1. memiliki ijin usaha dari otoritas dan kompetensi yang

dibuktikan dengan adanya pengakuan dari lembaga profesi Tidak @
pialang
1.2.2. menyampaikan semua informasi yang relevan kepada
yamp o yang D Tidak
perusahaan secara benar, jujur dan lengkap.
1.2.3. melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, Tidak @

perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hubungan dengan Penilai Kerugian Asuransi
Dalam berhubungan dengan penilai kerugian asuransi (adjuster), perusahaan berpedoman pada
hak-hak sebagai beriknat:
2.1 Perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang kondisipolis A B € D @
dan memberikan data secara lengkap dan akurat berkaitan
dengan terjadinya suatu klaim
2.2, Perusahaan memastikan bahwa penilai kerugian :

2.2.1. Mengetahui dan memahami persyaratan polis yang

diperjanjikan antara perusahaan dengan pemegang polis Tidak @
2.2.2. Menggunakan persyaratan dan kondisi polis sebagai dasar
untuk menentukan dijamin atau tidaknya kerugian  yang Tidak
terjadi
2.2.3. Mengambil kesimpulan atas pemeriksaaan dan penelitian
secara kompeten dan independen mewakili kepentingan Tidak @
perusahaan dan pemegang polis
2.2.4. Méngungkapkan semua informasi yang penting mengenai
terjadinya kerugian dan penyebabnya, sesuai fakta yang Tidak
diketahui secara wajar tanpa berpihak ke kedua belah pihak
2.2.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, ridalk @

perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Hubungan dengan Konsultan Aktuaria
Dalam berhubungan dengan konsultan aktuaria, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai
berikut: '
3.1. Perusahaan mengungkapkan data dan informasi yang akurat
scbagaimana diperlukan oleh konsultan aktuaria dalam

As e (B
melaksanakan tugasnya serta melaksanakan kewajiban sesuai
kesepakatan.

3.2. Perusahaan memastikan konsultan aktuaria yang ditunjuk :

3.2.1. Memiliki integritas dan reputasi yang baik dan diakui lembaga Tidak @
ida
yang berwenang
3.2.2. Independen terhadap perusahaan dan bebas dari kepentingan Tidak
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pemegang saham.

3.2.3. Membuat laporan dan rekomendasi kepada Direksi

berdasarkan standar praktek dan kode etik profesi yang Tidak @
berlaku
3.2.4. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan Tidak

4. Hubungan dengan Agen Asuransi
Dalam berhubungan dengan agen asuransi, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai
berikut:
4.1. Perusahaan melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian A B C D @
keagenan
4.2. Mencantumkan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi asuransi
yang bersangkutan dalam perfanjian keagenan berikut sangsi Tidak @
yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran,
4.3. Memastikan bahwa agen yang ditunjuk :
4.3.1. Kompeten dalam mewakili perusahaan dalam menjual
produk dan memberikan pelayanan asuransi yang dibuktikan Tidak @
dari adanya sertifikat dari lembaga yang berwenang
4.3.2. Menerima pendidikan dan pelatihan yang
berkesinambungan dari perusahaan agar dapat Tidak
mempertahankan dan  meningkatkan kompetensinya.
4.3.3. Menandatangani , melaksanakan dan mematuhi Tidak @
perjanjian keagenan dengan Perusahaan
4.3.4. Melaksanakan pembayaran premi pemegang polis kepada Tidak @
Perusahaan sesuai perjanjian
4.3.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian. Tidak %
4.4. Perusahaan menyediakan alat bantu pengawasan, meliputi namun tidak terbatas pada:
4.4.1. Mewajibkan semua Agen untuk menandatangani surat
pernyataan bahwa mereka telah membaca dan memahami A B C D @
kode etik yang berlaku.

4.4.2. Membentuk sales compliance department yang terkait

dengan penjualan produk, langsung di bawah pengawasan E C D E
salah seorang Direktur.

4.4.3. Mewajibkan sales compliance department memberikan @ B ¢ D E
laporan secara berkala kepada Direksi.

4.4.4 Direksi wajib melaporkan kepada asosiasi {erkait setiap A B C @ E
pelanggaran kode etik yang terjadi.

5. Mitra Bisnis
Mitra Bisnis adalah pemasok, distributor, kreditor, debitur dan pihak lain yang melalaukan
transaksi usaha dengan perusahaan.
Dalam hubungan dengan mitra bisnis, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
5.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak
dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan A B C D @
ketentuan peraturan perundang-undangan

5.2. Memastikan bahwa perusahaan dan mitra bisnis :
5.2.1. Saling memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan
bisnis yang dilakukan, sehingga masing-masing pihak dapat Tidak @
membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan

wajar.
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5.2.2. Saling merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan
masing-masing pihak , kecuali dipersyaratkan lain oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan

5.2.3. Saling melaksanakan hubungan kerja sesuai nilai-nilai etika
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Masyarakat

Tidak

Tidak

®
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Dalam berhubungan dengan masyarakat, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut

6.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan
hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat , termasuk
program kemitraan dan bina lingkungan

6.2. Perusahaan bertanggung jawab atas dampak negatif yang
ditimbulkan kegiatan perusahaan terhadap masyarakat.

V.PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT
A.Underwriting
1. Perusahaasn memiliki kebijakan underwriting yang dituangkan
secara rinci dalam Pedoman Underwriting
2. Pedoman Underwriting memuat kebijakan teknis akseptasi, batasan
kewenangan untuk setiap underwriter , pricing serta kapasitas
pertanggungan asuransi

3. Dalam melakukan underwriting yang prudent, perusahaan :

3.1. Menerapkan prinsip-prinsip dasar asuransi
3.2. Memperhatikan faktor-faktor yang mendukung proses
pelaksanaannya , seperti : survey risiko, penentuan tarif premi
dan penentuan nilai pertanggungan.
3.3. Mematuhi peraturan perundang-undangan
4. Perlindungan (coverage ) yang diberikan oleh perusahaan harus jelas
dan mudah dipahami untuk mencegah terjadinya dispute di
kemudian hari serta memberi manfaat sebagaimana yang
dibutuhkan oleh pemegang polis.
B.Klaim
1. Perusahaan menginformasikan kepada pemegang polis tentang tata
cara penyelessaian Kklaim asuransi
2, Memastikan perusahaan mendapatkan informasi tentang tata cara
dan persyaratan pengajuan klaim reasuransi oleh
3. perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi yang terkait
dengan pertanggungan ulang yang dilakukan perusahaan
4. Perusahaan menggunakan jasa penilai kerugian (adjuster)
independen apabila diperlukan
5. Kebjjakan penanganan klaim dituangkan secara rinci dalam
Pedoman Penyelesaian Klairm perusahaan
6. 5. Perusahaan mengupayakan penyelesaian klaim secara cepat dan
pembayaran tepat wakta sesnai ketentuan perundang- undangan
C.Reasuransi dan retrosesi
1. Perusahaan melakukan pertanggungan ulang
(reasuransi/retrosesijuntuk risiko yang melebihi atau di luar batas
kemampuan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

A B
A B
A B
A B
A B
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2.

Pelaksanaan reasuransi/ retrosesi didasarkan pada kesepakatan
tertulis antara Perusahaan dengan penanggung ulang, baik yang
bersifat falultatif maupun treaty

D.Kepatuhan

1.
2.

Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan

Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (compliance ) terhadap
ketentuan peraturan-perundangan, kebjjakan internal serta
perjanjian yang disepakati dengan pihak lain

Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis
dan pedoman perilaku

Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan

Dewan Komisaris memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui
Komite Pemantau Risiko atau Komite Kepatuhan yang khusus
dibentuk.

Informasi mengenai ketidakpatuhan berupa penyimpangan-
penyimpangan dan atau kecurangan-kecurangangan yang terjadi
ditampung melalui mekanisme Sistem Pelaporan pelanggaran nomor
4 tidak ada komite kepatuhan hanya ada komite pemantau risike
Perusahaan memiliki Direktur Kepatuhan.”

Direktur yang membawahi fungsi teknik kepatuhan tidak
merangkap teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi

pemasaran

E.Manajemen Risiko

1.

Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko

penetapan tanggung jawab diantara semua aspek kegiatan yang meliputi ;.

2.1. Sistem yang efisien dalam mengidentifikasi, menilai, mengukur,

"mengendalikan, mengurangi dan memonitor risiko,

2.2, Strategi dan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memastikan

dipenuhinya kebijakan internal dan ketenfuan peraturan

perundang-undangan

2.3. Sistem Pengendalian internal yang memadai untuk memastikan

bahwa Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat dilaksanakan
dengan baik

2.4. Tenaga pelaksana Manajemen Risiko yang berintegritas tinggi,

kompeten, berpengalaman, memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.
Perusahaan mengembangkan kerangka dasar strategi Asset and
Liability Management (ALM) yang dilaksanakan pada komite tingkat
Direksi. Tugas penting dari Komite tersebut adalah membahas
produk baru yang akan dipasarkan oleh perusahaan
Perusahaan melaksanakan Stress Test terkait risiko dalam
memenuhi  persyaratan  solvabilitas, termasuk  mengukur
kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan,
seperti Perubahan kondisi ekonomi, yang dapat berdampak pada
keadaan keuangan Perusahaan,
Perusahaan mengembangkan Contingency Plans khususnya untuk
menanggulangi risiko-risiko yang diyakini bisa terjadi, seperti

A B
Tidak
A B
A B
A B
A B
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A B
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2. Perusshaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang menjabarkan prinsip-prinsip utama dan
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bencana alam, serangan teroris, kegagalan sistem teknologi
informasi, kekosongan Direksi atau posisi manajemen kunci.
Penyusunan Contingency Plans dilakukan melalui pendekatan yang
berkesinambungan dan dikomunikasikan kepada karyawan melalui
training.
F.Audit Internal
Perusahaan memiliki satuan Kerja yang melaksanakan fungsi auditor internal. Untuk dapat
melaksanakan fungsinya dengan baik, auditor internal harus :

1.Menyusun dan melaksanakan rencana audit dalam rangka menguji dan

mengevaluasi kecultupan dan efektivitas dari sistem yang dimiliki A B C

Co

Perusahaan

2.Mengaudit semua area kegiatan yang mengandung risiko cukup material

>
w
o]
=]
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diaudit dalam jangka waktu yang memadai

3.Menerbitkan laporan temuan dan rekomendasi berdasar hasil audit

-
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kepada Manajemen

4. Melaporkan hasil audit dan temuan yang signifikan ke Direksi dan

»
o
v}
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Dewan Komisaris

5.Melaporkan kecukupan fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan fungsi

N
w
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pengendalian lainnya kepada manajemen.
6.Rencana audit dibahas dengan komite audit dan disampaikan kepada

[
w
0
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Direksi untuk mendapatkan persetujuan.
G. Anditor Eksternal
1.Auditor Eksternal (kantor akuntan publik) melakukan pemeriksaaan

secara independen terhadap kebenaran laporan yang disajikan oleh Tidak

Direksi -
2.Kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk terdaftar di otioritas Tidak
Pengawas
3.Penunjukan KAP diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan Tidak
selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS.
4.Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Komisaris Tidak
5.Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Direksi Tidak
6.Auditor Eksternal bebas dari pengaruh pihak yang berkepentingan i
lainnya di Perusahaan. Tidak
7.Auditor Eksternal memiliki akses atas semua catatan akuntansi Tidak Ya
8.Auditor Eksternal memiliki akses atas semua data penunjang yang Tidak T
diperlukan
9.Auditor Eksternal tidak memberikan jasa lain selain jasa andit. Tidak
10.Penunjukan KAP diusulkan oleh komite audit kepada Dewan Komisaris Tidak

dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS
H.Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System )

1.Perusahaan mempunyai mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran yang
mencatat setiap pelanggaran yang membahayakan kepentingan A B C€ D
perusahaan

2.Penanggung jawab sistem pelaporan pelanggaran menyampaikan laporan
pelanggaran kepada Perusahaan

3.Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat melindungi Pelapor A B C D

4.Penanggung jawab Sistem Pelaporan Pelanggaran segera menindaklanjuti

QP® @

setiap laporan yang disampaikan oleh Pelapor



langgung Ya

IL.Aktuaris Perusahaan ke VI

1.Perusahaan memiliki aktuaris perusahaan yang bertindak independen
2.Aktuaris wajib memberikan saran secara profesional kepada Direksi terkait ;
2.1. Pendapat tentang ketetapan teknis yang terkait kerangka evaluasi .
yang disiapkan perusahaan A

2.2. Identifikasi dan estimasi risiko utama dan manajemen risiko yang

-]
9]
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tepat
2.3. Menilai manajemen risiko
2.4. Testing kondisi keuangan
2.5. Strategi investasi dan manajemen kekayaan-kewajiban

2.6. Menilai kecukupan modal dari segi peraturan dan ekonomis
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2.7. Kecukupan premi dan nilai tunai

2.8. Management participating fund, termasuk analisa pengaruh utama
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sebagai akibat strategi dan kebijakan
2.9. Desain produk , mengurangi risiko dan kewajiban manajemen
risiko lainnya
3.Aktuaris mempunyai akses ke Direksi dan Rapat Direksi yang relevan
maupun unit operasional
4.Aktuaris diberikan wewenang untuk berkomunikasi dengan staf di divisi
yang hasil pekerjaannya berkaitan dengan fungsi aktuaris vang A B € D E
ditunjuuk,
5.Aktuaris memberikan rekomendasi tentang tarif premi dengan jaminan
bahwa penetapan tarif premi tersebut telah sesuai dengan sttuktur A B3 € D E
internal.
6.Aktuaris memberikan rekomendasi jumlah dividen bagi pemegang polis
untuk dibagikan kepada participating policyholders, dengan
memperhatikan faktor kewajaran dan keadilan diantara berbagai
kelompok pemegang polis.
7.Aktuaris dapat memberikan pendapat mengenai cara investasi yang
harus dilakukan perusahaan
8.Perusahaan tidak memberikan tugas lain kepada akiuaris yang dapat

menimbulkan benturan kepentingan Tidak Ya
VI.PERNYATAAN PENERAPAN PEDOMAN GCG
1.Pernyataan tentang Penerapan GCG dinyatakan dalam Laporan Tahunan Tidak @
Perusahaan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Ada

2.Laporan tahunan tersebut harus memuat informasi tentang struktur dan mekanisme kerja organ

perusahaan meliputi:
2.1 Nama anggota Dewan Komisaris Tidak
2.2 Jumlah Rapat yang dilakukan Dewan Komisaris dan daftar hadir Tidak

2.3 Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (self assessment) tentang

kinerja masing-masing Komisaris Tidak

2.4 Penjelasan mengenai komite penunjang Dewan Komisaris
2.4,1, Nama Tidak
2.4.2. Uraian Fungsi Tidak
2.4.3. Mekanisme Kerja Tidak

2.4.4. Jumlah Rapat Tidak
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2.4.5 Daftar hadir Tidak
2.4.6. Mekanisme dan kriteria Penilaian Kinerja Komite Ya
2.5. Nama Anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing- Tidak @
masing
2.6. Penjelasan singkat mengenai mekanisme kerja Direksi Tidak @
2.7. Jumlah rapat yang dilakukan Direksi dan Daftar hadir Tidak @
2.8. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian
internal, termasuk sistem pengendalian risiko dan sistem Ya
pengawasan dan audit internal,
2.9. Informasi lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG, meliputi:
2.9.1. Visi, Misi dan Nilai perusahaan Tidak @
2.9.2. Pemegang Saham pengendali Tidak @
2.9.3. Kebijakan dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan ridak @
Direksi
2.9.4, Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan Tidak @
2.9.5. ;I:ij:;lﬂman penerapan GCG yang dilaporkan dalam RUPS Tidek
2.9.6. Kejadian luar biasa yang dialami perusshaan dan berpengaruh Tidak
pada kinerja Perusahaan
3. Rencana Tindak (Action Plan)
Target Kendala
No. Tindakan korektif Keterangan
Penyelesaian Penyelesaian
1. - - - _
2 - - - -
dst - - - -
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